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ABSTRAK

Permasalahan yang hendak dijadikan kajian oleh penulis adalah antara Nathanaiel Pandie dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Soleman Bahas. Pembanding/Soleman Bahas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 7 Oktober  2019 Majelis Hakim pada putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pembanding karena Pihak Terbanding dalam mengajukan gugatan belum mengajukan upaya keberatan dan banding administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) Apa dasar petimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY? (2) Apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY. bagi pihak terkait?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach, case approach dan conceptual approach. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini adalah penulis kurang setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada amar putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY. Menurut penulis Terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menurut analisis penulis cara penyelesaian apabila terdapat dua peraturan berbeda menggunakan asas prefensi yaitu salah satunya asas Lex Superior Derogat Legi Inferior bahwa Peraturan yang tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah sehingga pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya   dipakai majelis hakim dalam memutus perkara ini.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Cacat Yuridis, Upaya Administratif.
ABSTRACT

The case that the author wants to study is between Nathanaiel Pandie and the Head of the Kupang Regency Land Office and Soleman Bahas. The Appellant/Soleman Bahas filed an appeal at the Surabaya State Administrative High Court. On October 7, 2019, the Panel of Judges in their decision number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY granted the appeal and canceled the decision of the first instance court. The judge's consideration granted the appeal because the Appellate Party in filing the lawsuit had not yet filed an objection and the administrative appeal. This study aims to analyze (1) What is the basis for the judgment of the judges of the Surabaya State Administrative High Court number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY? (2) What are the legal consequences of the decision of the Surabaya State Administrative High Court number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY for related parties? This research is a normative juridical law research using the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials of this research consist of primary and secondary legal materials. Legal materials that have been processed are then analyzed using the prescriptive methods. The results of this study are the authors do not agree with the legal considerations of the panel of judges on the verdict number: 40/B/2020/PT.TUN/SBY. According to the author, there is a conflict of norms between Law Number 30 of 2014 about Government Administration and the legal basis used by the panel of judges, namely Supreme Court Regulation number 6 of 2018 concerning guidelines for resolving government administrative disputes after taking administrative efforts. According to the author's analysis, if there are two different regulations using the principle of preference, one of which is the Lex Superior Derogat Legi Inferior principle that high regulations override low regulations so that chapter 75 paragraph 1 of Law Number 30 of 2014 about Government Administration should be used by the panel of judges in decide this case.
Keywords:, Land Registration, legal defect, Administrative Effort.
PENDAHULUAN 
Salah satu jenis hukum perdata yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah mengenai hukum agraria. Hukum agraria adalah kaidah-kaidah yang  mengatur hubungan antara orang dengan bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya(Dwiyatmi 2006). Objek dari hukum agraria itu sendiri yang memiliki peran yang penting di masyarakat antara lain adalah terkait bidang pertanahan.

Bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah, bahkan bagi pembangunan bidang bidang tertentu seperti kawasan industri dan kawasan perkebunan ataupun yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 33 ayat (3) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) memuat pengaturanterkait pertanahan yakni: ” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehdan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar terlahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA di Indonesia. Undang-Undang tersebut memuat pengaturan terkait dengan perombakan hukum agraria di Indonesia serta pokok persoalan agraria dan penyelesaiannya (Harsono 2007).
Pemakaian istilah agraria dalam arti luas yang terkandung dalam Pasal 2 ayat  (1)  UUPA mencangkup bumi, air,  kekayaan alam  dan  bahkan ruang angkasa dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Menurut Boedi Harsono, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga- lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem (Harsono 2007).
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, asas hak menguasai negara atas tanah diatur dan diturunkan ke macam-macam hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hak atas tanah perseorangan atau badan hukum dengan tujuan agar pemegang hak tersebut mengelola tanah sesuai hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan negara(Syarief 2014).
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19  UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

1) Untuk menjamin kepastian hokum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalulintas social ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk itu maka setiap hak-hak atas tanah yang tersurat dalam UUPA harus didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai aturan yang berlaku sebagaimana yang telah dimuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang undang-undang pokok agrarian Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (selanjutnya disebut PP No 10/1961) tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan pemerintah secarah terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi (i) pengumpulan, (ii)pengolahan, (iii)pembukuan, dan (iv) penyajian serta (v) pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk (iv) pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanahyang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, (Pasal 1 angka (1) PP No.24/ 1997)(Sangun 2007).
Pendaftaran tanah diselengarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif tetap, dan mengandung unsur positif, karena akan menhasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, (Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA(Efendi 1993). Dalam perkembangannya saat ini banyak terjadi sengketa berkaitan dengan tanah. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah masalah penerbitan  sertifikat atas sebidang tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan akan tetapi dalam penerbitan tersebut terdapat keberatan oleh pihak lain. Dengan adanya permasalahan semacam ini maka penyelesaian yang dapat ditempuh salah satunya melalui pengadilan Tata Usaha Negara.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur bahwa PengadilanTata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Tugas dan wewenang pengadilan yang diberikan oleh undang-undang itu menunjuk kan bahwa pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan seluruh sengketa yang berkaitan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara(Abdullah 2001).
Salah satu contoh pada kasus ini, penggugat bernama Drs. Nithanael Pandie, M.M mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Maret 2019 untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Soleman Bahas. Pengugat merasa keberatan atas tidak dapat diprosesnya penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan kepada tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Gugatan yang diajukan penggugat sebagai berikut : “pada tahun 2018 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah a quo milik Penggugat yang sedang Penggugat kuasai / diolah / diusahakan (sedang ditanam padi) oleh Penggugat kepada Soleman Bahas  tanpa sepengetahuan penggugat sedangkan permohonan penerbitan sertifikat di atas tanah aquo, yang dimohonkan penggugat ternyata tidak dapat di terbitkan sertifikat karena menurut Tergugat tanah a quo milik Penggugat ada yang keberatan terhadap Penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah tersebut. Bahwa karena maksud dan Tujuan Gugatan ini adalah bukan menyangkut pada Pembuktian atas Hak milik atas tanah, maka Penggugat beranggapan bahwa proses Penerbitan Sertifikat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak melalui Prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Penggugat beranggapan bahwa penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, junto Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Junto Pasal 52, Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Junto Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah junto pasal 106 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan bertentangan juga dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik. Pada putusan nomor : 31/G/2019/PTUN.KPG  Tergugat  beranggapan penerbitan objek sengketa atas nama Tergugat Intervensi SOLEMAN BAHAS telah sesuai dengan prosedur hukum, termasuk data fisik dan data yuridis serta riwayat kepemilikan tanah yang sah sebagai dasar yang esensi dalam penerbitan Sertifikat objek sengketa serta Pemegang hak in casu Sertipikat Hak Milik No. 378, Desa Oesao dan Surat Ukur, Tanggal 13/06/2018, Nomor 277/Oesao/2018, Luas4.066M² yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Atas Nama Soleman Bahas selaku pemilik tanah yang didasari dan sesuai peraturan yang berlaku, tanpa ada keberatan dan/atau complain dari pihak manapun, sehingga menurut tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kasus sengketa ini hakim Pengadilan Tata Usaha Kupang pada putusan nomor : 31/G/2019/PTUN.KPG. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan batal sertipikat hak milik nomor 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oesao/2018, tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 m2atas nama Soleman Bahas serta Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oesao/2018, tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066m2 atas nama Soleman Bahas. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  mengeluarkan putusan tersebut pada tanggal 23 September 2019, pihak Tergugat II yaitu Soleman Bahas mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019. Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  nomor : 31/G/2019/PTUN. KPG, tanggal 23 September 2019.

Pada tanggal 6 april  2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY, yang berisi mengabulkan permohonan banding pembanding/Tergugat II membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor : 31/G/2019/PTUN.KPG, tanggal  26 September 2019 yang dimohonkan banding . pertimbangan hakim sebagai berikut: “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti alat bukti berupa Surat P – 1 sampai dengan Bukti Surat P – 21 tidak terdapat permohonan yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat untuk mengajukan upaya keberatan maupun banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Administratif dan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dengan demikian gugatan Terbanding /Penggugat beralasan hukum tidak diterima.”
Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembanding karena pihak Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan, belum pernah mengajukan upaya keberatan terlebih dahulu maupun banding administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu penulis sangat tertarik membahas permasalahan ini untuk dijadikan pembahasan dalam artikel ini.
METODE
Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada(Wignosoebroto 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum secara normatif (normatif law research). Tujuan dari penelitian hukum secara normatif ini adalah untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya(Muhammad 2004).
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statue aprroach), pendeketan kasus (case approach)  dan Pendekatan konseptual (conceptual approach), 
A. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan legislasi dan regulasi yang memuat norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Marzuki 2016). 
Dalam hal ini penulis mengkaji dan menguraikan mengenai permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh pembahasan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Reglemen Indonesia yang dibaharui/ Herziene Indonesisch Reglement (RIB/HIR), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
B. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undagan, namun juga mencakup prinsip-prinsip hukum yang disampaikan oleh pendapat-pendapat sarjana maupun doktrin-doktrin hukum untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum (Marzuki 2016). 
Dalam penelitian ini, Penulis akan mempelajari dan akan menemukan gagasan-gagasan yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penggunaan pendekatan konseptual diharapkan peneliti dapat menggunakan pendapat para ahli mengenai penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah. Pada penelitian ini peneliti hendak menggunakan konsep yang berfokus pada keputusan tata usaha negara (KTUN).
C. Pendekatan kasus (case approach), adalah pendekatan yang dimulai dengan pemahaman suatu ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang dipakai dalam putusan seorang hakim, dengan memperhatikan fakta material (Marzuki 2016). Sehingga, penulis akan dipermudah dalam menganalisis Putusan No. 40/B/2020/PT.TUN.SBY. 

Penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas (Marzuki 2016). Bahan hukum primer  yang dipakai dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (Lembaran Negara 1960-104, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemeritahan;
f. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
g. Peraturan Menteri Negara Agraria Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
h. Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
i. Peraturan Kepala BPN nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah ;
j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif;
l. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 31/G/2019/PTUN.KPG ;
m. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/B/2020/PT.TUN.SBY. ;
n. Putusan Kasasi Nomor 175/K/TUN/2021.
Sedangkan, Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki 2016), Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skripsi hukum, jurnal hukum dan buku-buku hukum yang memuat informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah dan keputusan tata usaha negara.
Penulis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan pertama dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, penulis akan mengumpulkan perundang-undangan (bahan hukum primer) kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Marzuki 2016). Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis dan ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian
Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapat sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Marzuki 2016). Penelitian ini penulis menggunakan metode preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang akan dilakukan penulis. Kajian pustaka dari penelitian terdiri dari tinjauan umum mengenai pendaftaran tanah, tinjauan umum mengenai sertifikat tanah, tinjauan umum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tinjauan umum mengenai keabsahan pejabat dalam mengeluarkan KTUN, tinjauan umum mengenai PTUN, tinjauan umum mengenai putusan pengadilan dan tinjauan umum mengenai akibat hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR ; 40/B/2020/PT.TUN.SBY. MENGENAI PENERBITAN SERTPIKAT HAK MILIK CACAT PROSEDURAL

Dasar Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu (Tamsil, 2019). 
a. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan;
b. Yurisprudensi;
c. Hukum kebiasaan;
d. Doktrin para sarjana .
Pertimbangan hakim pada kasus ini yang pertama terdapat pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara surabaya. Pada putusan nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusannya yaitu sebagai berikut :

1.1. Pertimbangan Hakim mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa)

Sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dari para pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
Mengenai eksepsi ke-1 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh penggugat dari pak Ndoki pada tanggal 15 Februari 2019 dimana pak Ndoki membawa fotocopy objek sengketa ke rumah penggugat dan mengatakan bahwa tanah a quo telah diterbitkan sertifikat kepada Soleman Bahas.   sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 18 Maret 2019 di Kepaniteraan PTUN Kupang, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut Pasal 55 tersebut. Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan eksepsi ke-1 Tergugat tentang tenggang waktu gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa tidak berdasar menurut hukum dan tidak diterima.
Menurut Wicipto Setiadi tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut dihitung secara variasi yakni sebagai berikut: 

1) Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu memuat nama penggugat.

2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan namun yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa.

3) Setelah lewat 4 (empat) bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa.

4) Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu harus diumumkan (Setiadi 1994).
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 2 tahun 1992 yang menyebutkan sebagai berikut: 

a. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang. 

b. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. 

c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan mengetahui adanya keputusan tersebut. 
Pada keterangannya Penggugat menjelaskan bahwa mengetahui Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 15 Februari 2019 melalui Pak Ndoki yang membawa fotokopi sertipikat objek sengketa ke rumah penggugat dan mengatakan bahwa tanah a quo telah diterbitkan sertipikat atas nama Soleman Bahas. Apabila dihitung dari diterimanya informasi tentang keputusan objek sengketa dan pada saat gugatan diajukan pada tanggal 18 Maret maka jarak waktunya hanya 31 hari dari diterimanya informasi keputusan objek sengketa. Ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bahwa Ukuran jangka waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya   Oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kadaluarsa menurut saya tidak tepat.
1.2. Pertimbangan Hakim mengenai kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara.
Mengenai eksepsi ke-2 Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam memeriksa mengadili dan memutus sengketa a quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 277/oesao/2018, tanggal 13 juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, luas; 4066 meter persegi atas nama soleman bahas, yang diterbitkan oleh tergugat. Sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa sertipikat merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa unsur sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 31/G/2019/PTUN.KPG, maka majelis hakim menimbang eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara haruslah dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu eksepsi ke-2 Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.
Peradilan tata usaha negara adalah satu pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional dan legal formal ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 Yang Kemudian Ditindaklanjuti Oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman kompetensi absolut dari PTUN menurut undang-undang PTUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 
Dilihat dari penjelasan diatas kompetensi tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di PTUN adalah sangat luas. Namun apabila dilihat pembatasan yang diberikan  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kompetensi tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut: 
1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan tata usaha negara yang bersifat umum;
3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku;
6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha tantara nasional Indonesia;
7. Keputusan komisi pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
Tergugat menganggap bahwa  gugatan yang diajukan penggugat seharusnya merupakan kompetensi absolut pengadilan umum berdasarkan rasio legis bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subjek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah yang menyangkut luas, serta bentuk tanah. Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum maka peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo padahal sebelumnya telah dijelaskan bahwa gugatan penggugat mempermasalahkan proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 277/oesao/2018, tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupag Timur, Kabupaten Kupang, luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas, yang diterbitkan oleh tergugat. 

1.3. Pertimbangan Hakim mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Mengenai eksepsi ke-3 Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan). Setelah mencemati gugatan Penggugat yang nota bene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Pengadilan menilai gugatan Penggugat telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Pengadilan gugatan Penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai argumen Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak merinci dan menguraikan tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah argumen  yang tidak relevan sehingga patut dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum dan tidak diterima.

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi penyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain(Umar 2000). Penyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan berpedoman Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bapaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:(Harahap 1994)
1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. 

2. Tidak jelas objek yang disengketakan. 

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. 

4. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum. 

5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono.
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria diatas, artinya gugatan penggugat tidak kabur. Penggugat pada posita gugatannya telah menjelaskan mengenai kepentingan yang dirugikan berdasarkan dasar hukum yang tepat dan objek sengketa yang disengketakan juga jelas karena terdapat nama Penggugat di dalam surat pencabutan objek sengketa. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang objek gugatan yang kabur adalah tidak tepat.
1.4. Pertimbangan Hakim mengenai Pokok Perkara

Setelah mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut : 

Terkait mengenai kewenangan penerbitan sertipikat objek sengketa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Ketentuan pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi: 
Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, berbunyi:
1. Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi);  
2. Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
Menimbang, bahwa luas tanah yang diatasya telah terbit sertipikat objek sengketa adalah 4.066 m2 dan terletak di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan demikian, berdasarkan luas dan letak tanah serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat hak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Berdasakan uraian pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang telah sesuai dengan kewenangannya, dan oleh karenannya dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Bahwa majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan lokasi tanah objek sengketa (Sidang Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 23 Juli 2019 di RT.012/RW.006, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang guna mengetahui dan memastikan bahwa benar lokasi tanah yang telah diterbitkan sertipikat objek sengketa dan dipermasalahkan oleh para pihak letaknya sesuai dengan identitas alamat sertipikat objek sengketa.
2. Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para pihak terungkap fakta bahwa terhadap bidang tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa juga telah diajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik oleh Drs. Nithanael Pandie, M.M., dan  terhadap adanya 2 (dua) permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas 1 (satu) objek tanah telah dilakukan upaya musyawarah mufakat/mediasi pada tingkat desa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dengan hasil mediasi ditetapkan Soleman Bahas adalah pihak yang berhak sebagai subjek pemilik sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan. Akan tetapi dalam persidangan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya penyelesaian atau persetujuan atau permufakatan antara Soleman Bahas dengan Drs. Nithanael Pandie, M.M., yang menyatakan bahwa Drs. Nithanael Pandie, M.M., sepakat atau setuju agar penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan oleh Drs. Nithanael Pandie, M.M., dan Soleman Bahas diterbitkan atas nama Soleman Bahas.
3. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat hendaknya secara cermat melaksanakan asas fair play dan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) terhadap proses penyelesaian persoalan hak atas tanah dan jika hasilnya tidak tercapai mufakat, maka Tergugat berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis agar persoalan tanah diselesaikan melalui sengketa di Pengadilan. Dengan demikian, tindakan menentukan subjek yang berhak atas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat hak milik oleh 2 (dua) pihak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan/atau bertentangan secara hukum dengan peraturan perundang- undangan.
4. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal  277/Oesao/2018, tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 m2 atas nama Soleman Bahas (sertipikat objek sengketa), tidak melaksanakan tahapan-tahapan atau prosedur- prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dengan demikian, penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut cacat yuridis secara prosedural, dan patutlah dinyatakan bersifat melawan hukum, bahwa oleh karena sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang bersifat melawan hukum dari aspek prosedural, maka sertipikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa.
5. Berdasarkan pertimbangan di atas akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas.
Apabila dikaitkan dengan konsep pendaftaran tanah yang terjadi antara Drs. Nithanael pandie dan Kepala Kantor Pertanahan Kupang merupakan contoh dari wewenang Pejabat TUN mengeluarkan sertipikat hak atas tanah yang mana sertipikat tersebut tergolong (karena memenuhi syarat) sebagai KTUN yang merupakan penetapan tertulis, berbentuk ijin bersifat konkrit, individual dan final, dan timbulnya sertipikat ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang hak maupun kepada orang lain secara tidak langsung, dan dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada kasus ini Drs. Nithanael Pandie merupakan pihak yang secara tidak langsung hak dan kewajiban nya timbul dengan dikeluarkannya Sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini dan Kepala kantor Pertanahan Kupang sebagai yang berwenang mengeluarkan keputusan Tta Usaha negara berupa sertipikat Hak Milik.  

Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas; kemudian menjadi objek sengketa karena Kepala Kanor Pertanahan Kupang menganggap bahwa soleman bahas adalah pihak yang berhak sebagai subjek  pemilik sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan sertipikat hak milik. Apabila merujuk pada pertimbangan hakim nomor 3, hakim beranggapan tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya penyelesaian atau persetujuan atau permufakatan antara Soleman Bahas dengan Drs. Nithanael Pandie, M.M., yang menyatakan bahwa Drs. Nithanael Pandie, M.M., sepakat atau setuju agar penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan oleh Drs. Nithanael Pandie, M.M., dan Soleman Bahas diterbitkan atas nama Soleman Bahas.
Selanjutnya penulis menambahkan pertimbangan hakim tersebut, pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa: 

1. Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 
2. Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penylesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.
3. Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tetulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.
Dalam hal ini tidak dilaksanakannya prosedur-prosedur sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada oleh kepala kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pendaftaran tanah  mengkibatkan terjadinya kerugian di pihak penggugat yaitu Drs. Nithanael pandie.
Setelah melihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah lalu apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dan fakta di persidangan dapat dilihat bahwa kepala kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa sebelum tercapainya mufakat antara 2 pihak yang sama-sama mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertipikat hak milik. 

apabila dikaitkan dengan permasalahan ini dapat di simpulkan bahwa kepala kantor pertanahan kupang tidak melaksanakan tahapan-tahapan atau prosedur- prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.   Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melanggar AUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yaitu asas kecermatan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Mengenai pertimbangan hakim nomor 5 yang menyatakan keputusan objek sengketa a quo terdapat cacat prosedur dan atau substansi. Perlu diketahui pengertian prosedur dan substansi dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara terlebih dahulu. 

Prosedur Menurut Philipus M. Hadjon, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip instrumental (Hadjon 1994). Prinsip negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya rahasia. Prinsip demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan prinsip keterbukaan (transparancy) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan ini maka memungkinkan masyarakat turut serta berperan dalam pengambilan keputusan. Prosedur memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan KTUN. Prosedur berfungsi untuk mewujudkan legitimasi, transparansi dan tangung jawab serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara. Apabila dikaitkan dengan masalah ini, terdapat prosedur yang tidak dijalankan dalam penetapan KTUN. Dalam kasus ini seharusnya tidak diterbitkan Seripikat hak milik  atas nama Soleman Bahas oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya, Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”(Hadjon 1994). Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang-wenang (willekeur) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wenang (detournement de pouvoir). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintahan terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan sewenang-wenang, maka tindakan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial.

Dalam keputusan penetapan KTUN, pejabat yang berwenang dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang terkait dengan apa dasar pertimbangan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN, sehingga sangat erat kaitannya dengan dasar berfikir pejabat yang berwenang. Sedangkan, tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tujuan ditetapkannya KTUN tentang penyalahgunaan wewenang. Pejabat yang berwenang menetapkan KTUN menggunakan kewenangnya dengan tujuan selain tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur substansi mewajibkan pemerintah di dalam menetapkan KTUN harus berdasarkan pada AUPB. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Selanjutnya pertimbangan hakim pada Pengadilan tingkat ke 2 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor : 40/B/2020/ PT.TUN.SBY. sebagai berikut :

1. Menimbang,   bahwa   atas   Putusan   tersebut Kuasa   Hukum Tergugat II Intervensi Telah mengajukan permohonan banding tertanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 7 Oktober 2019 Nomor : 31/ G / 2019 / PTUN.KPG, maka Majelis Hakim Pengadilan   Tinggi   Tata   Usaha   Negara   Surabaya    berpendapat, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti alat bukti berupa Surat P – 1 sampai dengan Bukti Surat P – 21 tidak terdapat permohonan yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat untuk mengajukan upaya keberatan maupun banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dengan demikian gugatan Terbanding / Penggugat beralasan hukum tidak diterima.
Pada putusan banding nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY Majelis Hakim pada amar putusannya mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi yaitu Soleman Bahas. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim pada putusan banding nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY. Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa tidak ada bukti banding administrasi yang dilakukan Drs. Nithanael Pandie terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. 

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat di ambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan suatu Badan Hukum Perdata, hal ini dilakukan apabila orang atau individu tersebut merasa kurang/tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang ada dalam ruang lingkup administrasi atau pemerintahan yang ada itu sendiri(Prahastapa, Anita marlin Restu 2017).
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 75 ayat 1 menyatakan bahwa :“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”
Terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan dasar hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan tingkat tinggi yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dalam memutus perkara tersebut.

Pada Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diksi yang digunakan dalam pasal tersebut yaitu kata “dapat” dan penulis mengartikan upaya banding administrasi sebagai Tindakan alternatif atau tidak wajib dilakukan sebagai cara yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa keberatan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat berwenang. Sedangkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 menggunakan diksi “harus” dan penulis mengartikannya bahwa upaya banding administrasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 adalah kewajiban yang harus ditempuh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa keberatan atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat berwenang.

Maka penyelesaian yang dapat diambil apabila terdapat dua peraturan yang berbeda menggunakan asas prefensi yaitu salah satunya asas Lex Superior Derogat Legi Inferior bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Sehingga Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya dipakai majelis hakim dan mengesampingkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 dalam memutus perkara ini.

Dengan adanya ketentuan ini, maka orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan/Tindakan, dapat mengajukan upaya administrastif, setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, apabila tidak melakukan upaya banding administrasi maka pihak yang merasa dirugikan bisa juga langsung mengajukan sengketa tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri (Hasibuan, Ahmad Dahlan 2013) .
2. ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 175/K/TUN/2021
2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 175/K/TUN/2021

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi, yang terlebih dahulu harus diputuskan oleh pengadilan yang berwenang;  oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; 

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selanjutnya, penulis memberikan analisis terhadap pertimbangan hakim pada putusan kasasi Nomor 175/K/TUN/2021. dalam pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sebab majelis hakim pengadilan tinggi menggunakan dasar Pasal 2 ayat 1 peraturan mahkamah agung no 6 tahun 2018 secara tegas menyatakan: “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. 
Dengan menggunakan ketentuan ini, menurut penulis majelis Hakim pengadilan tinggi kurang cermat  dalam memilih peraturan untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian seharusnya majelis hakim tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; kurang dirasa tepat oleh penulis. 

2.2. Akibat Hukum Putusan Nomor : 175/K/TUN/2021.  Kepada Pihak Terkait

Akibat hukum yang harus diterima oleh Drs. Nithanael Pandie selaku Pemohon Kasasi yaitu :

1) Membayar biaya persidangan

Pada amar putusan banding nomor : 175/K/TUN/2021 Majelis Hakim Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-.

Selanjutnya akibat hukum dari putusan Nomor 175/K/TUN/2021 yang diterima oleh pihak Termohon Kasasi II Soleman Bahas yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas; akan tetap berlaku.
3. AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR : 40/B/2020/PT.TUN.SBY.  KEPADA PIHAK TERKAIT

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.(Ali 2008)  Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku(Soeroso 2006).
Pada kasus ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada amar putusan nomor 40/B/2020/PT.TUN.SBY menyatakan mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat untuk Membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara kupang nomor 31/G/2019/PTUN.KPG tanggal 26 September 2016. Akibat hukum yang harus diterima oleh Drs. Nithanael Pandie yaitu :

2) Membayar biaya persidangan

Pada amar putusan banding nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY Majelis Makim Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

3) Apabila Drs. Nithanael Pandie tidak melakukan upaya hukum lagi yaitu kasasi maka harus merelakan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat  Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kupang.

4) Mengajukan upaya hukum kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara,  dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  (inkracht van Gewijsde), sebagai dinyatakan oleh . H.R.W. Gokkel dan N. Van Der Wal bahwa “Kekuatan mengikat pada suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang terkait dengan putusan harus mengakui kebenaran yang terkandung dalam putusan. Dalam istilah Latin putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikatakan “Res judicata pro veritate accipitur” (isi daripada suatu keputusan berlaku sebagai benar)(Wantu 2010).
Dalam Pasal 23 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara di bidang tata usaha negara Kasasi diatur dalam pasal 131 UU PTUN. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau di lingkungan PTUN. Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahu kepada pemohon. Mahkamah Agung membatalakan putusan atau penetapan pengadilan karena: 

1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 

2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 

3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam.
Selanjutnya akibat hukum dari putusan nomor 40/B/2020/PT.TUN.SBY yang diterima oleh pihak Pembanding atau Soleman Bahas yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas; akan tetap berlaku.
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1) Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY mengenai sengketa antara Drs. Nithanael Pandie dan Kepala Kantor Pertanahan Kupang dan Soleman Bahas menurut penulis sudah tepat. Majelis hakim pada amar putusannya mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti banding administrasi yang dilakukan Drs. Nithanael Pandie terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Menurut penulis, ada upaya yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Drs. Nithanael Pandie yaitu mengajukan upaya banding adminstrasi melalui kepala kantor pertanahan. Sesuai dengan pasal 108 sampai pasal 118 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 9 tahun 1999 Pembatalan Hak Atas Tanah.
2) Akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/B/2020/PT.TUN.SBY adalah dibatalkannya putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.KPG. Apabila Drs. Nithanael pandie tidak melakukan upaya hukum kasasi, maka  Sertipikat Hak Milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas; akan tetap berlaku.
SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut :

1) Bagi Terbanding/Drs. Nithanael Pandie dapat melakukan upaya hukum kasasi. Putusan Kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yang terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara,  dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  (inkracht van Gewijsde). Diharapkan upaya hukum kasasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan apa yang ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kupang.

2) Bagi Pembanding/Kantor Pertanahan Kupang diharapkan untuk lebih cermat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak merugikan pihak lain dan diharapkan dapat lebih mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
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